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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG JENIS LAYANAN DAN STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Menimbang DA

Mengingat .

ANAK KABUPATEN KLUNGKUNG

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan
Jenis Layanan dan Standar Pelayanan;
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Jenis Layanan dan Standar
Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Klungkung tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Klungkung tentang Jenis Layanan dan Standar Pelayanan pada Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Klungkung.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1985 tentang Pembgntukan
Daerah-daerah Tingkat 11 dalam wilayah Daerah-@aerah Tingkat 1
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 'l;enggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Unflang—u:ﬁiang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketqrbukaan
[nformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846); :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5028);

Peraf_urau Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

e O F - ¥y Wy, F - F



Tambaha®
(Lembaran Negara Republik Indonesia Noggosrn.lzs’ '

& IF;t‘lmtmran Negara Republik Indonesia NomOFN
. eraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar
dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedomaﬂ4 SI::::HO,-
Ef;‘?a“aﬂ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201

% g‘?’fa,‘(“,m’.‘ Menteri Pendayagunanan Aparatur Negara dan Reformasi
- clalr fl! rasi Nomor !6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyeenggaraan
im Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan

Pel P - : : :
Ni ::]Y;]_II;ES;’;ubhk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

7. ::;(:lrtztllllra?( Ddaerah Kabupaten Klungkung Nomor 35 Tahun 2016
e Kzger_ epudukan Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
b 20.1;; erangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung
it Ni(:mor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Perzt ungkung Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
S :::2 (?upal_l P_Iomnr 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
gt rganisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Perangkat

aerah (Berita Daerah Kabupaten KlungkungTahun 2020 Nomor 2),

8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :  Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, sebagai berikut :
“Dengan ini, kami seluruh penyelenggara Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung menyatakan :

1. sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
yang telah ditetapkan

2. sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan
melakukan perbaikan secara terus menerus

3. bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Jenis Layanan dan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdgyaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klupgkung sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan int,

KEDUA

KETIGA . Jenis Layanan dan Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam
leh penyelenggara/pelaksana

lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan o 1aks
sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pumpinan
penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan piblik;



dan

n

n Perempud ,

KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas Sosial, P emberda};"‘;‘g Tahun 2020 tentz:f;
Perlindungan Anak Kabupaten Kluilglfu"g Nomﬂda aan Perempuan K
Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pember ytakan tidak berlaku
Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung dinya
lagi/dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 17 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung,

I Gusti/Agung Gede Puffa Mahaiaya S.STP
Pembfna Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780328 199612 1 001



EREM]—’UN‘
LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAUTJ(}; NOMOR 32
DAN PERLNDUNGAN ANAK KABUPATEN KLUNGK pUTUSAN
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KE
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PERE
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2022 TENTANG JENIS LAYANAN DAN STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KLINGKUNG

JENIS LAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KLUNGKUNG

.F'em's Layanan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Klungkung meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
dan Pekerja BukanPenerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda;

Pelayanan Bantuan Pangan bagi Penyandang Disabilitas, ODGJ dan Lansia;,

Pelayanan Bantuan Kegawatdaruratan dan Kebencanaan;

Pelayanan Fasilitasi Penanganan Masalah Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, ODGJ,
Orang Terlantar dan Mr.X);

Pelayanan Bantuan Sosial Bedah Rumah dan Rehab Rumabh;

6. Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

W

“h

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung,

NIP. 19780328 199612 1 001



1. esehatan (PBI JK)

(BP) Pemda-

=

URAIAN

Pendaftaran K

epesert : inan K
iy Pekerja B aan Penerima Bantuan luran Jamina

ukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja

A. PENYAN[PA!AN PELAYANAN
NO KOMPONEN '

: L
Persyaratan L. Umum/Reguler

1. Fotocopy KK,

1. Emergency
1. Fotocopy KK
2. Surat Keterangan Dalam Perawatan jika pemohon
membutuhkan perawatan

]

Sistem, Mekanisme dan l.

Prosedur Pemohon melakukan pendaftaran kepersertaan di Mal

Pelayanan Publik
Verifikasi Berkas Pendaftaran.

e Jika permohonan  tidak lengkap/tidak  sesuai,
pemohon diberikan informasi untuk melengkapi
permohonan,

» Jika permohonan lengkap, data dilanjutkan ke BPJS.
Pemohon penerima pendaftaran kepesertaan BPJS.

Tidak |

—

Pemohon
mengajukan
permohonan

-
=

Verifikasi

Berkas

Lengkap l

Pemohon
Menerima
produk layanan

Waktu Pelayanan 10 menit

Biaya /tarif

Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Layanan

Pendaftaran Kepersetaan PBI JK.
Pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah/PB-Pemda

Pengelolaan Pengaduan,
Saran dan Masukan

B sk O L0 e 10 DD =%

Pengaduan secara langsung.
Email : disosp3a klungkung@gmail.com

Telp. : 0366 21105

Kotak saran

Aplikasi Klungkung Mesadu

SP4N Lapor (www.lapor.go.id)
Dinsos P3A Klungkung (facebook)
@dinsosp3aklungkung (instagram)

B. PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Keputusan Bupati Klungkung Nomor 388!051]4];!12{02_2
Tentang Penetapan Kepesertaan Awal Penduduk Pekerja

Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang |




Daerail

j—___——-".‘-”i

ntah

didaftarkan  oleh Pemernnid Healt
Klungkung dalam rangka Uﬂl!.ier‘."aI

Kabupaten Klun gkungzgzs//,

Sarana dan Prasarana

RS

Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang laktasi
Tempat bermain anak

Kompetensi Pelaksana

1.
2. Memahapi mekanisme pelayanan.

i
Menguasai tata Bahasa yang baik.

Pengawas Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang

e —

Jumlah Pelaksana

2(dua) Orang
| Sebagai verifikasi berkas
1 Sebagai penginputan pendaftaran

Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang

telah ditetapkan.

2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan
professional.

3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat
dipertanggungjawabkan.

4. Pelayanan tidak diskriminatif.

5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan

6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang

tidak mendapakan layanan sesuai dengan standar
pelayanan

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan

L.

Tempat pelayanan bersih dan aman.

Evaluasi kinerja pelaksana

Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja melalui
survei kepuasan masyarakat (SKM)




2.

ansia.
Layanan Bantuan Pangan Bagi Penyandang Disabilitas, ODGJ dan L

1. PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO
1.
2.

KOMPONEN

—

T ——
Persyaratan

Prosedur

T R |
Sistem, Mekanisme dan

| Terdaftar dalam data i"ﬁ{—.‘i_
I

TR

i

T URAIA

Verifikasi lapangan oleh petugas :

e Jika calon penerima dianggap tidak layak/tidak sesual
calon penerima diberikan informasi oleh petugas.

* Jika calon penerima dianggap layak dan sesuai, calon
penerima dicantumkan dalam daftar calon penerima..

Dibuatkan SK Kepala Dinas untuk menerima bantuan

Penerima mendapatkan bantuan pangan

Proses
verifikasi

Dibuatkan SK

¥
Calon penerima
diberikan
informasi

v

Menerima
bantuan pangan

|

Waktu pelayanan

1 Tahun

Biaya /tariff

Tidak dipungut biaya/Gratis

Produk layanan

Barang bantuan pangan bagi penyandang Disabilitas, ODGJ
dan Lansia.

|
}
|

Pengelolaan pengaduan

1. Pengaduan secara langsung.

Email :_disosp3 a klungkung@gmail.com
Telp. : 0366 21105

Kotak saran

Aplikasi Klungkung Mesadul

SP4N Lapor (www.lapor.go.id)
Dinsos P3A Klungkung (facebook)
@dinsosp3aklungk@g_(_mstagram)

g

0~ o Bha




B. PENGELO LAAN PELAYANAN

e |

Dasar Hukum

. Undang - undang nomor

. Perda Kabupaten Klungkung Nomor 7

g tahun 2010

tentang Penyandang Disabilitas. it
Perda Provinsi Bali nomor 9 tahun K
Tentang Perlindungan dan pemenuhan Ha
Penyandang Disabilitas

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas.

b

Sarana/ Prasarana

S e

Tempat parkir

Ruang tunggu

Ruang laktasi

Tempat bermain anak.
Mobil Pengangkut Bantuan.

Kompetensi Pelaksana

N -

. Menguasai tata Bahasa yang baik.

Memahapi mekanisme pelayanan.

Pengawas Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang.

Jumlah Pelaksana

3(tiga) Orang
1 Sebagai Penerima Permohonan
2 Sebagai Verifikasi Lapangan

Jaminan Pelayanan

Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
yang telah ditetapkan.

Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten
dan professional.

Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta
dapat dipertanggungjawabkan.

Pelayanan tidak diskriminatif.

Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas
diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan
Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan
yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan

standar pelayanan

Jaminan Keamanan dan

Tempat pelayanan bersih dan aman.

Keselamatan

Evaluasi kinerja pelaksana

Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
melalui survei kepuasan masyarakat (SKM)

kinerja




3. Standar
Pelayanan Bantuan Kegawatdaruratan dan Kebencanaan

A. PENY
NO AMPAIAN PELAYANAN /
KOMPONEN
1. Persyaratan : URAIAN ‘.0 bantuan
Mengajukan surat usulan permohonan pemberial
2. | Siste '
Pmségili\'lekamsme dan 1. Pemohon mengajukan permohonar.
2. Permohonan di verifikasi.
3. Verifikasi lapangan.
4. Menyiapkan bantuan dan mendistribusikannya.
5. Pemohon menerima bantuan.
pPemohon Permohonan
mengajukan —p diverifikasi
permohonnan ‘1
Verifikasi
Menyiapkan dan 4——r— Lapangan
mendistribusikan
bantuan
Pemohon
> meneriman
bantuan
3. | Waktu pelayanan 1 Hari Kerja
4. | Biaya/tariff Gratis/Tidak dipungut biaya
5. | Produk Layanan Bantuan Sosial Buffer Stock
6. | Penanganan pengaduan, _ Pengaduan secara |angsung.

saran dan masalah

~ Email :_di sospla.kl un,qkung@unmil .com

1

2

3. Telp. : 0366 21105

4. Kotak saran

5. Aplikasi Klungkung Mesadu
6. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)
o
8

. Dinsos P3A Klungkung (facebook)
instagram)

dinsosp3aklun kun



B.
PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar
S 1. Undang Undang Nomor
Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor
Kesejahteraan Sosial.
3 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2
Pengelolaan Bantuan Bencana. Siaga
4  Permensos No 29 Tahun 2012 tentang Taruna S1ag
Bencana.

007 tenfang

24 tahun

tahun 2009 tentang

008 Tentans

2 Sarana/prasarana Tempat parkir

Tempat Bermain Anak
Ruang Menyusui
Dumlap

RTU

Motor Trail

Buffer Stock

el e it

3 Kompetensi pelaksana ~ Memahami prosedur pelayanan.

1
2. Tagana Dasar.
3

. Tagana Madya.
4 Pengawas Internal Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang
5 Jumlah Pelaksana 8(delapan) orang

1 sebagai penerima pendaftaran
2 sebagai verifikasi lapangan
5 sebagal pendistribusian bantuan

6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang
telah ditetapkan.
7. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan
professional.
3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat
dipertanggungjawabkan.

4. Pelayanan tidak diskriminatif.

5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan

6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang

tidak mendapakan layanan sesual dengan standar
pelayanan

_—————"_"'__——-_—_ [
7 | Jaminan keamanan dan |1. Tempat pelayanan bersih dan aman.

keselamatan = '
8 | Evaluasi kinerja Dilaksanakan monitoring dan evaluasi

pelaksana survei kepuasan masyarakat (SKM)

kinerja melalu




4. Pelayanan Fasili

Pengemis,Anak Terlanta

NO

tasi Peng

Nganan Masalah Tuna Sosial (Gelandangan,

r, Lansia Terlantar, ODGJ, Orang Terlantar dan Mr. X)
A. PENYAMPAIAN PELAYANAN

KOMPONEN

URAIAN

1

Pel‘Syaratan

Il. ODGJ/Lansia Terlantar/Orang terlantar

1. Anak Terlantar

. Gelandangan, Pengemis dan Mr, X

a. Laporan masalah Tuna Sosial.
b. Berita Acara.

a. Laporan masalah Tuna Sosial.
b. Berita Acara

¢. Fotocopy KK, KTP

d. KIS

a. Fotocopy KK.
b. KIS

)

Sistemn, Mekanisme dan
Prosedur

—

Pemohon mengajukan permohonan sesuai persyaratan.

2. Permohonan ditindaklanjuti untuk bisa mendapatkan

penanganan sesuai dengan permasalahan sosial.
Permohonan dibuatkan berita acara sesuai dengan kondisi
permasalahan.

Pemohonan difasilitasi.

Pemohon Pemohaonan

mengajukan — 5 ditindaklanjuti

permohonan

Berita Acara

A

Fasilitasi
Permohonan

Waktu Pelayanan

< 30 menit

Biaya / Tarif

Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Layanan

FFasilitasi Penanganan Masalah Tunas Sosial.

Pengelolaan/Pengaduan

000 G b B9 3D,

Pengaduan secara langsung. |
Email : dl'saspBal,klunukum"wumml.cum
Telp. : 0366 21105

Kotak saran

Aplikasi Klungkung Mesadu

SP4N Lapor (y_w_w.la]gur.yu.id)

Dinsos P3A Klungkung (facebook)

@dinsosp3aklungkung (instagram) ———
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Sarana  Prasaray———|

B. PENG §
( ] Dasilil?.:ﬁ: N PELAYANAN u//’—l’é"]
e un 20
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Bt

2, U

lentang Penyandang Disabili
g Disabilitas. hatan
J_"dang ~undang No 18 Tahun 2014 tentang Kes
1wa.

Tempat parkir

1.
2. Ruang tunggu
3. Ruang laktasi
4. Tempat bermain anak.

-_‘5“‘ 5. Mobil Pengantaran

Kompetensi pelak
petensi Pelaksana a. Menguasai tata bahasa yang baik.
b. Memahami prosedur pelayanan.
4 |P
engawas Internal Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
'___"—_-.

5 | Jumlah Pelaksana

4 (empat) Orang

1 Petugas penerima permohonan.
1 Petugas pengecekan

1 Petugas pembuat berita acara

1 Sopir

6 | Jaminan Pelayanan

. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang

telah ditetapkan.

Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan

professional.

Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat
dipertanggungjawabkan.

Pelayanan tidak diskriminatif,

Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan

Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak
mendapakan layanan sesuai dengan standar pelayanan

7 Jaminan Keamanan dan
K eselamatan

1.

Tempat pelayanan bersih dan aman.

8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja melalui survei
kepuasan masyarakat (SKM)




1_-._-_--__-_-""-—
K(_)MI)ON_'I_FE-—- _— -

Per Syaratan, . LIRATAN

11‘!11.1“.“ di data DTES | - o

Menpajkan proposal dari

LN | 1 an
perorangan kelompak/Desy/ K elurahan dengan melengkap!

I Surat keterangan kepemilikan tanah, baik tanak
bersertifikat atan tanah Desa Adat

2 Fotocopy KTIVKK

1

Foto rumah yang dibedab/direhab
4 Rencana Anggaran Belanja (RAH) K husus rehab

Catatan : Permohonan diajukan paling lambat pada bulan
Pebruari untuk penganggaran belanja APBD induk tahun
anggaran berikutnya dan bulan Mei untuk penganggaran
belanja pada perubahan APBD tahun anggaran berkenaan

|

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon dari péf&f&iné&;ﬂi&nmpnkffjeéaﬁ(elil.rn.hz_lri
mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan
2. Permohonan diverifikasi

o Jika permohonan tidak layak, pemohon diberikan
informasi

e Jika permohonan layak, permohonan dibuatkan
rekomendasi

3. Proses penganggaran.

4. Proses pencairan dana bantuan kepada panitia swakelola desa l'.
5. Pembangunan bedah/rehab rumah oleh panitia.
6. Pemohon menerima bantuan rumah layak huni

- Tidak Layak |

Pemohon

Parmohonan
> Diverifikasi

l

mengajukan

permohonan l Layak

Rekomendasi
Penganggaran | . — Penerima
Bantuan
v
Pencairan
dana
bantuan pemohon menerima
sosial I bantuan sosial bedah
rumah dan rehab rumah

3 Waktu 1 Tahun
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B. PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum
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Pengaduan secara langsung,
Il'l||‘“1l disospla b hll'ls'F-u-Ir!'mu girath com
Telp. - 0366 21105

Kotak saran

Aplikast Klungkung Mesadu

Dinsos PIA Klungkung (facebook)
@dinsospaklungkung (instagram)

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2), Pasal 33,
dan Pasal 34

2. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial

3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin

5 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Bidang

Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota.
8 Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Tentang

Pengelolaan Data DTKS.
0 Perda Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2017

Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

:

Sarana dan Prasarana

. Tempat parkir
Tempat bermain anak
. Ruang laktasi
Jaringan Internet

. Komputer/Laptop
Printer

. Scanner

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai tata bahasa yang baik.
b. Memahami prosedur pelayanan.

Pengawas Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara

berjenjang

Jumlah Pelaksna

10 (sepuluh) orang " 8
« 3 orang petugas verifikasi berkas administrast

» 7 orang petugas verifikasi lapangan
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Jaminan Pelayanan

I Melaksangi

an pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah

7 ditetapkan,
- Pelayanan di
3 Br“feSsional,‘lak“kﬂ“ oleh tenaga yang berkompeten dan
3. Pelayanan dilakukan

i 'y vents rta dapat
. d'm”““gﬂ““gjawahkan_ cepat dan tepat serta dap

: :;cls!zauan tidak diskriminatif
- Ketikatidak sesuai standar iberi
. suai ¢ pelayanan petugas diberikan sanks
s::sum d_cngan ketentuan P
Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak
mendapakan layanan sesuai dengan standar pelayanan

6,

Evaluasi kinerja pelaksana

7
- | Jaminan K
a eamanan dan T -
Keselamatan I Tempat pelayanan bersih dan aman.
8.

Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja melalui surves
kepuasan masyarakat (SKM)

|

6. Standar Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO KOMPONEN

URAIAN \

Persyaratan

1. Pelaporan secara langsung.

1. Identitas diri.

2. Pelaporan dengan rujukan

1. Surat pengantar.

2. Identitas korban.

3. Pelaporan tidak langsung (Telepon/Surat/ WA)
1. Identitas korban.

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Pelaporan diajukan sesuai persyaratan

2. Proses skrining (wawancara) Assesment kebutuhan
korban.
a. Konseling
b. Pendampingan

3. Pemohon mendapat layanan sesuai kebutuhan

—

Permohonan
diajukan

b
Proses skrining dan
assesment

L

Pemohan
mendapatkankan
produk layanan

Waktu pelayanan

| Hari Kerja

Biaya/tarif

Gratis/Tidak dipungut biaya

| Produk Layanan

Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
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l. Pengaduan secara langsung. e
2. Email : disosp3a Lh:nukllll:_!;".’_ﬁ”i‘_l_giﬂ-l-—*
3 ospla klungk

6. | Penanganan pengaduan
l saran dan masalah '
| Telp. - 0366 - 21105

} 4. SMS - 081236689091
| 5 WA 081236689091
‘ 6. Kotak saran

b eo.1d/

7. Website bittps /dinso .lllﬂ,_aii__l-_.|l}l_';_'._!_1'._l_15l‘:i5{__._;._.—
I 8 Dinsos P3A Klungkung (facebook)
L—L 9. Dinsosplaklungkung (instagram)
i e i e b i —l
[E__PHN(;I"‘.I,OIf;\:\N PELAYANAN
1. | Dasar Hukum |_ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga.

2 Pereturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak

3 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak

s

Tempat parkir
Tempat bermain anak
Ruang laktasi

Ruang konsultasi

I

Sarana dan prasaran

S B

Pendamping Hukum
Psikologi
Psikiater
Konselor

3. | Kompetensi pelaksana

i o

4. | Pengawas Internal Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang

5. | Jumlah Pelaksana 6 (enam) Orang
1 orang Pendamping Hukum

1 orang Psikologi

1 orang Psikiater

2 orang Konselor

1 orang Petugas penerima permohonan

6. | Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
yang telah ditetapkan.

2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten
dan professional.

3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta
dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pelayanan tidak diskriminatif.

5 Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas
diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan

6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan
yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan

L standar pelayanan
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7. | Jaminan keamanan dan

: aman.
L Tempat pelayanan bersih dan am —
kg&muﬂl@‘"‘*“"'“"'---*—-—-- Bl o e vl kin
8. Hvaluasiki“erj“ pelaksana | Dilaksanakan monitoring arakat (SKM)
melalui survei kepuasan masya

an Perempuan dan
Kepala Dinas Sosial, Pf.:mt);:r(la;f::z;:ljrl!I ;:ung,
Perlindungan Anak Kabupaten

NIP, 19780328 199612 1 001



